BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

PELAKSANAAN IJIN USAHA MIKRO KECIL KEPADA CAMAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI MAHAKAM ULU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang
Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan
ijin Usaha Mikro Kecil Kepada Camat;

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha
Mikro. Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang
Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5395);

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5512);



Menetapkan

10.

11.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun
2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mokro dan Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
222,

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 Tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
551 2);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian lzin
Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia
Tanuh 2014 Nomor 1814);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk
Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PELAKSANAAN HIIN USAHA MIKRO DAN
KECIL KEPADA CAMAT.

BAB |
KETENTUAN UMUIM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;

2. Pemerintah

Daerah adalah Bupati sebagai wunsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu;

Bupati adalah Bupati Kabupaten Mahakam Ulu;

Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik perorangan dan/atau badan

usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur

dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil
dan Menengah:



5.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang, perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar
yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang
- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah:

Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda
legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu
dalam bentuk Izin Usaha Mikro dan Kecil Menengah dalam bentuk satu
lembar.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemberian
IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

BAB 111
PENDELAGESIAN KEWENANGAN

Pasal 3

Bupati mendelegesikan Kewenangannya kepada Camat sebagai pelaksana
IUMK.

BAB IV
PELAKSANAAN WEWENANG

Pasal 4

(1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK
di wilayahnya melalui Lurah atau Kepala Desa.

(2 Pendataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
a. identitas pelaku usaha mikro dan kecil;
b. lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada diwilayah
kecamatan;
. jenis tempat usaha; d. bidang usaha;
besarnya modal usaha.
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(3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika,

ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan
sesuai dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

(1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.

(20 PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran
kepada Camat.

(3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) meliputi:
a. permohonan IUMK;
b. pemeriksaan IUMK;
c. pemberian IUMK; dan
d. pencabutan dan tidak berlakunya IUMK,



Pasal 6

(1) PUMK mengajukan pemohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) huruf a kepada Camat.

(2) Pemohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palmg sedikit
harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
a. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;

kartu tanda penduduk;

kartu Keluarga; y e

pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar,

mengisi formulir yang memuat tentang.

1) nama;

2) nomor KTP;

3) nomor telepon;

4) alamat;

5) kegiatan usaha;

6) sarana usaha yang digunakan;

7) jumlah modal usaha.
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Pasal 7

(1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.

(2 Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi
dasar pemberian IUMK.

(3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan,
Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.

(4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan

kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal
penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 8
(1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.

(2 Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
pendelegasian kewenangan dari Bupati atau Walikota kepada Camat.

(3) Pendelegasian kewenangan dari Bupati atau Walikota kepada Camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dapat juga dilakukan
kepada Lurah atau Kepala Desa sesuai dengan karakteristik wilayah.

(4) Pemberian IUMK oleh Camat dapat dilimpahkan oleh Bupati atau

Walikota kepada Lurah atau Kepala Desa dengan memperhatikan
karakteristik wilayah.

(5) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal

enerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan
enar.

(6) Pembelian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya,
retribusi, dan atau pungutan lainnya.



Pasal 9

(1) Bentuk Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat
(1) mencakup hal hal sebagai berikut:
a. Kop Surat.

Nama lzin.

Nomor surat.

Dasar hukum

Detail pemohon, terdiri dari:

1) Nama

2) Nomor KTP

3) Nama Usaha

4) Alamat

5 Nomor Telepon

6) NPWP

7) Bentuk usaha

f. Stiker hologram anti pembajakan

g. Barcode

h. Tanda tangan Camat/Lurah/Kepala Desa.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang

pada tanggal. 6 November 2017
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MAHAKAM ULU,

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 42



